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Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelen.g9araan Negara yang Bers,h dan Bebas Korupsi. 

Ko!us, dan Nepotisme (Lemt>aran Negara Repubhk Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomo, 3851). 
2 Undang-undang Nornc,1 17 rahun 2003 tentang Keuangan 

Nega,a (lembaran Neg.:11a Republlk Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47. Tambahan lembaran Negara Republ1k. ll"ldones1a 

Nomor 4286). 
3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 1entang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republ1k Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5 Tambahan Lembasan Negara Repubhk Indonesia 

Nomor 4355). 

Pemermtahan. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 

eerta clalam ran91(.a memotrvasr k.1ner1a Pegawa1 Negen S,p,1 di 

l•n9kungan Pemeuntah Kabupaten Kepu!auan Siau 

Tagulandang B,aro. perlu d1berrk.an Tambahan Penghas,lan. 

b banwa dengan d1berikannya Tambahan Penqhasrlan pada hurul 

a d1 alas diharapk.an Pegawa1 Negen S1p1I mampu dan 

bertanggung jawab datam pelaksanaan tugas-tugas yang 

d1percayakan untuk dolak.sanakan. 

c bahwa herdaaarkan per1rnbangan sebagaimai,a d,rnaksud 

pada hurul a dan b d• atas pedu dttetapkan dengan Peraturan 

Bupati Kepulauan s,au Tagulandan,g Biaro 

a bahwa 

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO, 

Meng,ngat 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN S1AU TAGULANOANG BIARO 
NOMOR 9 T AHUN 2011 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI 
SIPIL 01 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN 

SIAU TAGULANDANG BIARO 

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 

Menomt-ang 

NAMA PEJABAT 

Berangkat dari 
Tiba di 
Pada tanggal 
Kepa\a 

Berangkat dari: .:.(�.'.':� .. '.:� : . 
Tiba di : ·,·.·:�·····,1,···· .. ·············· 
Pada tanggal . �--····,······················ 
Kepala 

Berangkal dari : ...........................•• 
Tiba di 
Pada tanggal .........................•...... 
Kepala 

, •• f 

..... ' 

, • , r 

SPPONo. 
Berangkat darl 
(temp at kedudukan) : ··• 
Pada ianggal : . 
Ko 

v Tiba kembali di : 
Pada tanggal : . 

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa 
perjalanan terse but dialas · benar <dilakukan alas 
peri™ahnya dan semata • mata untuk kepentlngan 
jabatan dalam waktu yang 5eSingkllt • singkatnya 

SEKRETARIS OAERAH, 

VII PERHAT1AN . k · 1 
Pejaba1 yang berwenang menerbitkan SPPD. pegawa, yang melaku an �ria anan 
dlnas para pejabal yang mengesahkan tanggal berangkat I t1ba serta 
a'enc1;harawan bertanggung jawab berdasarltan peraturan - peraturan Keuangan 

Negara apabila Negara mendapal rugi akibal kesatahan, kea\paanya. 

VI CATATAN lAIN-LAIN 

IV T1ba d1 
Pada langgal · ... ···· 
Kepala 

m tee e 
Pada tanggal 
Kepala 

II Tiba d1 
Pada taoggal 
Kepala 



I 
4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4400), 

5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan_ 

Daerah ( lembaran Negara Repubh� Indonesia Nomor 4437 ) 
sebaqaenana te!ah diubah beberapa kah terakh1r dengan 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Urnlang-undang Nomor 32 fahun 2004 tentang 

Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repub!1k Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Repubhk 

tndonesia Nomor 4844). 

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan an!ara Pemenntah Pusat dan Pemenntahan Oaerah 

{lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4438), 

7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Kepulauan Srau Tagu1andang Biaro d1 Provinsl 

Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 17, Tambahan lembaran Negara Repubhk 

lndones,a Nomor 4691). 

8 Peraturan Pemerintah Repubhk Indonesia Nomor 25 Tahun 

2000 tentang Kewenangan Pemenntah dan Kewenangan 

Provms1 sebagai Oaerah Otonom (lembaran Negara Repubhk 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan lembaran 

Negara Republ1k Indonesia Nomor 3952); 

9 Peraturan Pemenntah Republ1k Indonesia Nomor 105 Tahun 

2000 tentang Pengelolaan dan Penanggung1awaban Keuangan 

Daerah (lembaran Negara Republ•k Indonesia Tahun 2000 

Nomor 202. Tambahan lembaran Negara Repubkk Indonesia 

Nomor 4022). 

10 Peraturan Pemenntah Republtk Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Pengelotaan Barang M1hk Negara!Oaerah (Lembaran 

Negara Republ1k Indonesia Tahun 2006 Nomor 20. Tambahan 

Lemba<an Negara Republik Indonesia Nomor 4609). 

11 Peraturan Pemerintah Repubhk Indonesia Nomor 24 Tahun 

2005 tentang Standar Akunlasi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republil<. Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4503)· 

12 Peraturan Pemermtah Repubhk Indonesia Nomor 56 Tahun 

2005 ten1ang S,stem lnformas1 Keuangan Oaerah (lembaran 
Negara Repuhlrk Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lerobaran Negara Numor 4576), sebagaimana telah ciubah 

dengan Peraturan Pemermtah Repubhk 111donesia Nomor 55 

Tahun 2010 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 

Nomor 110. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155). 
13 Peraturan Pemenntah Repubhk Indonesia Nomor 58 Tahun 

2005 lentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Repcbhk Indonesia Tahun 2005 Nemer 140. Tambahan 
lembaran Negara Nomor 4578). 

14 Peraturan Menteu Dalam Negen Nomor 13 Tahun 200s tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebapaenana te!ah 

d1ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007. 

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang 
Jerus dan Bentuk Produk Hukum Daer ah. 

16 Petatuean Menten Da!arn Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebaga1mana telah 

d1ubah dengari Peraluran Menten Oalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007. 

17.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusurian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Oaerah tahun 2011. 

18 Peraturan Oaerah Kabuoaten Kepulauan S1au Tagulandang 
B1aro Nomor 11 Tahun 2010 tenlang Anggaran Pendapalan 
dan Belania Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau 
Tagulandang B,aro Tahun Anggaran 2011 {lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang B1aro Tahun 2010 
Nomor 11). 

19 Peraturan Bupat1 Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 20 

Tahun 2010 tentang S1andar Analisa Belan1a dan S!andar 
Satuan Harga Pelaksanaan Anggaran Pendapaian dan Belan1a 
Daerah (APBD) Kabupaten Keputauan S1au Tagulandang Biaro 
Tahun Anggaran 2011: 

' (f 



' 

Pemeuntaf Kabupaten Kepulauan Stau Tagulandang Biaro 

20 Peraturan Bupati Kepotauan s,au Tagulandang Biaro Nomor 22 

Tahut1 2010 tentang Pemabaran Penibahan Anggaran 
Pendap.atan dan Belania Oaerah (APBDJ Kabupaten Kepulauan 
S,au Taguland;mg B,aro Tahun Anggaran 2011 

21 Keputusan Bup;iih Kepulauan s,au TagulandallQ 81;1ro NomOf 

126 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Satuan Harg.1 dan 
Ana1Js15 S!andar Belan1a dr Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kepulauan Siau Tagulandang B1aro Tahun Anggaran 2011 

BAB IV 
BESARAN JUMLAH DAN JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 

Memotivas, dan men,ngkatkan scmangat kena bag, Pegawa1 Negen S,p,I yang 
mem1hk1 keahl,an khusus. bekeqa <ft <faerah yang mem1l,k1 kesuhtan t1ngg1 <fan 
d,tempatkan di daerah tercencn, 

BABIII 
TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 

Pas;i13 

Tu1uan dar, Perreenan T ambahan Pengha51lan Peg aw a, ada!ah 

Menmgkatkan kese1ahteraan Pegawa, Nege11 S,p,I 

2 Memot,va:i, Pegawa, Neger+ S1p1! unluk bexena leboh g1a! dan profesional. 
3 Memottvas, Pegawa, Nege11 S,p,I untuk bekeqa melampaui beban kerJa ncemar, 

BAB II 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

Pasal 4 

Jen,s Tambanan PenghaSJlao ada!ah sebaga,mana eetcr dalam Peraturan Men1en 

Oatam Nege11 Nomor 59 Tahun 2007 dan khusus <11 Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan S,au Tagu!andang 81.iro menggunakan knte11a Tambahan 

Penghas,lao Pegawa, berda�arkan Tempal Bekerja Beban Ker1a dan Kelang�aan 
Profes1 

' 

Pasal 5 
Tambahan Pen,ghas1lao Pegawa, berdasa1kan Tempat Bckerja adalah sebaga, 
ben�u1 

a) Kepulauan 

bJ Terµencil, 

c) Sanga1 te1penc1I 

Pasar 2 

Oengan Peraturan Bupatl ,n, drtetapkan Pembenan Tambahan Penghasiran 
Pegawa1 atau TPP kepada Pcgawai Negen Stpil d, Ungkungan Pemcrintah 
Kabupalen Kepulauan S,au Tagulandang 81aro 

MEMUTUSKAN : 

BAS I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG 
BIARO TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 01 LINGKUNGAN PEMERlNTAH 
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 

Mene1apkan 

Pasa11 
Dalam Peraturan Bupat1 in1 yang d,maksud dengan 

Oaerah adalah Kat>upaten Kepulauan S,au Tagulandang B1a10. 

2 Pemermtahan Daetan i'lda!ah BupatJ dan Perangkat Daerah !>ebaga, unsur 
Penyelenggaraan Pemenntahan Oaerah. 

3 Kepa!a Oaerah adalah BupatJ Kepulauan S•au Tagulandang Biaro. 

4 APBD i'ldatah Anggaran Pendapatan dan Belan1a Daerah Kabupaten Kepulauan 
Stau Tagulandang e,aro 

5 Pegawa, Negen S1p1I yang selan1utnya d•s1ngkat PNS adalah Pegawa, Neger! 
S1p1I d1 Ungkungan Pemenntah Kabupaten Kepulauan S,au Tagulandang Brare. 

6 Satuan Keqa Perangkat Daerah yang selanJutnya d1singkal SKPD ada!ah Saluan 
Kef)a Perangkat Oaerah pada Pemennlah Daerah Kabupaten Kepulauan Srau 
Tagulandang B,aro. 

7 Kmerja adalah kelua,an f h.tsil dan keg,atan I program yang akan atau !elah 
dlCilpa, sehubungan penggunaan angg.tran dengan kuantil.ts dan kualltas y.tng 
terukur; 

8 fambahan Penghasilan Pegawai yang setan1utnya disingkat TPP adalah 
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai insentif atas Ungkat kesuhtan I 

b,aya hldup dao pencapa,an kmeqa kepada Pegawai Negeri Sipil di Ungkungan 

I 



. , 

Pasal6 

Tambahan Penghasifan Pegawa, berdasarkan beban ke11a adalah Tambahan 
Penghas1lan yang d1benkan kcpada Pegawa, Negeri S1pil sesuar dengan beban 
pekeriaan yang dtberikan kepada Pegawai Neger1 Sipd dan d1ukur dengan kehad,ra11 
dalam pelaksanaan tugas 

Pasal 7 
Tambahan Penghas1lan Pegawa1 berdasa,kan kelangkaan profes, dibenkan kepada 
Tenaga MedlS dan Paramed1s 

Pasal 8 

Besaran Tambahan Per,ghas1lan Pegawa• Negen Sip,I d, sehap Saluan Ker1a 
Perangkat Daerah I Ur111 Ke11a d1sesua1kan dengan tugas lungs, dan tanggung Jawab 
Pegawa, Negen Sip� 

BABV 
TATA CARA DAN KRITERIA PEMBAYARAN TAMBAHAN 

PENGHASILAN PEGAWAI 

Pasa!9 
Tambahan Penghas�an berdasarkan Tempat Bekeria d,bayarkan secara lumpsum 
dan d1benkan kepada semua Pegawa, Negen S1p•I yang bekeqa di L11,9kungan 
Pemenntah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 

Pasal 10 
Pembayaran Tambaha,i Pe,ighas,tan berdasa,kan Beban Keria d,bayarkan sebaga, 
benku1 

1 • Tambahar1 Pe,ighas�an Pegawa, d•bayarllan sesua, dengan kehadoran 
berdaaarkan dartar hador yang d,sahkan oleh Kepala Satuan Keria Perangkal 
Oaerah I Unit Ker1a 

2 Tambahan Penghasllan Pegawa, dapat d•bayarkan kepada ?egawa1 Negen Siprl 
berstalus ti1,pan atau prndahan dan Pemenntah Oaerah ta,nnya yang sementara 
melaksanakan lugas di Pernenntan Kabupaten Kepulauan Ssau Tagulandarig 
B,aro. 

3 Tambahan Penghasilan Pegawai tldak d+bayarllan penuh, Jika Pegawa1 Negeri 
S1pil yang bersangkutan \Ida� had1r tanpa kelerangari. tanpa iZJn dan lldak 
meng1kut, erer pagi I sore dan men,nggalkan kantor r,ada jam ker1a tanpa izm 
Kepala SKPO, 

4 Bag, Peqawar Neqen S1p1I yang sakrt melebihi 3 (hga) hari keqa harus 
melampskan Sura! Keterangan Ookter 

5 Berdasarkan ketentuan sebaga,mana crmaksud pada ayat (3) dan ayal (4) 
tersebul crates. besaran Tambahan Pencbasuan dratur sebaga, benkut · 

a Bagi pcgawa1 yang hdak meng1kut1 Apet Pag, dan atau Apel Sore. Tambahan 
Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kene dipotong mas1ng-masing 
scbesar 2% (dua persen). 

b Bagr Pegawa, yang hdak masuk kena dalam melaksanakan tugas, maka 
Tarnbahan Penghasilan Peqawar berdasarkan beban keqa d1potong sebesar 
5% (l!ma persen) per han, 

c Bagi Pegawa1 yang meningga!kan tugas saat Jam keqa tanpa 1z1n pnnpean, 
maka Tambahan Penghasilan Pegawa1 berdasarkan beban kerJa d1po1ong 
sebesar 3% (hga persen) 

d Bagi Pegawa1 yang lldak nadu karcna !.ak1t Tambahan Penghas1lan Pegawai 
dapat d1bayarkan penuh 

e Bag, Pegawa1 Nege11 S1p1I yang l1dak meng1ku1i Apel Pagi, Apel Sore dan 
meninggalkan kan!or pada jam kerJa karena metaksanakan tugas a!as penntah 
P1mp1nan f PeJabat berwenang lldak d1kenakan potongan 

6 Tambahan Penghas1lan Pegawa1 berdasarkan beban ker1a dapat d1bayarkan 
penuh kepada Pegawa1 Negeri S1pll yang memenuhi .Persyaratan kehad1ran 
lermasulo: melakukan perialanan d1nas 

Pasal 10 
Pegawa1 Negerr Srpil yang 1umtah kehadtrannya kurang dari 50% (hma puluh persen) 
dalam 1 (satu) bulan ma�a Tambahan Penghasilan Pegawa1 ltdak d1bayarkan 

Pasal 11 

Pegawa, Negen S1pil yang melaksanakan cull tahunan dan cut1 karena alasan 
tertentu hanya d1baya1kan Tambahan Penghas1lan berdasarkan lempat bekerja, 
kecuah Pegawa1 Negen S1p1I yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara. 

Pasa! 12 

T ambahan PE'nghasilan Pegawa1 t1dak dapat dibayarkan apabila Pegawai Negeri 
S1pd lersebut berada dalam status tugas belajar dan bekerja sebagai pegawai utipan 
pada Pemermtah Daerah lainnya . 
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Ot\e\apkan d1 Ondong Siau 
pada tangga! 1 ".: Januan 2011 

BAB VI 
PEMBIAYAAN 

SERITA OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG 81ARO 
TAHUN 2011 NOMOR 9 

J¥UPATI KEP�LAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 

·P'·'� ,· .. . . e . ,·.,,z:"C � , .. \ : ._,, /: .. ,<;(' /,· '' TONI SUPlT 
""'· ' ·z:-. - ' 

8ABV11 
KETENTUAN PC:NUTUP 

Pasal \4 

Peraturan Bupau rm murar berlaku pada \angga! dumdanqkan 

mengetahumya, memennlahk;m pengundangan Peraturan Bupau mi dengan 
penempatannya da!am Serita Daerah Kabupaten xecurecao Stau Tagulandang 

Biaro 

Pasal 13 

Anggaran Tambahan Penqhasuan Pegawa1 dibebankan pada mas1ng-masirig 
Ookumen Pe!aksaan Anggaran (DPA) Saluan kena Perangkat Daerah (SK.PO) 
Tahun Anggaran 2011 

., 

• 


